LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUJ 1999 SERI A NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTA~G
PAJAK PENERANGAN JALAJ\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Mcnimbang a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor [8 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah harus segera disesuaikan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian rnatcri tcrsebut di ata .
dipandang perlu unruk menyusun dan meneiapkan kcmbali Peraruran
Daerah Kabuparen Dacrah Tingkat [T Rembang renrang Pajak

Pcnerangan Jalan.



Mengingat

2.

Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950 teruang Pcmbentukan Daerah-

dacrah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Tcengah:

Undang-undang  Nornor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan ~ di Dae rah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
[97-1 Nomor 38. Tambahan Lembaran . egara Repuhlk Indonesia

Nornor 3037).

Undangunclang  Nomor |7 Tahun 1997 icntang Badan Pcnyelesaian
Sengketa Pajak | Lembaran l'egara Republik Indonesia Tahun 1997
omor 40. Tambahan Lembaran | egara Republik Indonesia Norno

3684):

Undang-undang ~ \'omor [8 Tahun (997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dae rah | Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 997
\'Olllen -ll. Tarnbahan Lcrnbaran Ncgurn Republik Indonesia '\omor

3685):
Undang-undang N\omor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa 1 Lembaran \'egara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 \omor

-12. Tambahan Lembaran . egara Repubhk Indonesia 1 omor 3686):

Peraturan  Pemenntah Nomor 19 Tahun 1997 teruang Pajak Daerah
(Lembaran :"egara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691 |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 84 Tahun 993 tentang

Bentuk Peraruran Dacrah clan Pcraturan Daerah Perubaha.n:

Keputusan Menter: Dalarn Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tcntang

Pcdornan Tata Cara Punguta.n Pajak Daerah:

Kepucusan Menteri Dalam Negeri Nornor 171 Tahun 1997 tentang

Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang .Pajak Dacrah dan



Retribusi - Dacrah:

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pernbukuan dan Tata Cara

Pernbukuan:

I Keputusan Mecntcri Dalam Negeri Nornor |73 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah:

12 Peraturan Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Rembang Nornor 5
Tahun 1989 tentang Penyidik Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pcmeriruah Kabupaten Daerah Tingkat 1 Rembang ( Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Rcmbang Tahun 1989 Nomor 8 )
Dengan  Persctujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat [I
Rem bang,
tEMUTUSKAN

Mcnetapkan :  PERATURAN ~ DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG TENTANG PAJAK PE ERAN GAN JALAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
a.  Daerah adalah Kabupaten Dacrah Tingkat II Rembang:
b, Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rernbang:
c. Bupati Kcpala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang

e.  PLN adalah Pcrusahaan Umum Listrik Negara:
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Pajak Penerangan Jalan yang selanjuinya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas

penggunaan ienaga listrik:

Surat Pemberuahuan Pajak Daecrah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak

Penerangan Jalan yang terurang menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan:

Surat Seioran Pajak yang selanjutnya disingkat SSPD. adalah surat yang digunakan
oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang

ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kcpala Daerah:

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjumya disingkat SKPD adalah surat Keputusan

yang mcnentukan besarnya jumlah pajak yang tcruiang

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjumya disingkat SKPDKB
adalah Surat Keputusan yang menenrukan besarnyajumlah pajak yang terutang. jumlah
kredit pajak jumlah kckurangan pembayaran pokok pajak. bcsarnya sanksi adminisuasi

dan jumlah yang masih harus dibayar:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah Surat Kcputusan yang mecncruukan tarnbahan atas jumlah pajak
yang ditctapkan:

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lcbih Bayar, yang selanjuinya disingkat SKPDLB adalah
Surat Kcputusan yang mencntukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karcna jumlah
kredit pajak Ichih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
Surat Kctctapan Pajak Dacrah Nihil, yang sclanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat
Keputusan yang meneruukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit

pajak. atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak:

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk

melakukan taghan pajak atau sanksi adminisirasi berupa bunga dan atau denda
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BAB IJ
NAMA, OBYEK, SUBYEK DA~ WAIJIB PAJAK

P-asal2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas sctiap penggunaan tenaga listrik.

P-asal3
() ObyekPajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah.

(2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud aya: () adalah tenaga listrik yang berasal dari
PLN maupun bukan PLN
(3 I Dikecualikan dari obyek pajak adalah

a  Pcnggunaan ienaga listrik olch Instansi Pernenmah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b, Penggunaan tenaga listrik pada ternpat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan.
Konsulai. Perwakilan Asing. dan Lernbaga-lcrnbaga lruernasional dengan asas

timbal balik schagaimana berlaku untuk pajak negara:

¢ Penggunaan tenaga listrik yang berasal dan bukan PL 'dengan kapasitas tcnentu

yang iidak mernerlukan ijin dari instansi tcknis terkait.
d  Penggunaan tcnaga listrik lainnya yang diicrapkan olch Bupau Kepala Daerah.
Pasal4
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tcnaga listrik

P-asal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang rnenjadi pelanggan listrik dan atau

pengguna tenaga listrik.
BAB 111

DASAR PENGE!"AAN DA1' T.\RIP PAJAK

Pasal 6

¢ I) Dasar pengcnaan pajak adalah .ilai Jual Tenaga Listrik
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\ilai Jual Tenaga Listrrk sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) ditctapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PL> dan bukan PLN dengan pembayaran.
Nilai Jual Tenaga listnk aclalah besarnya iagihan biaya pemakaian listrik/rckening

listrik;

b dalam hal tenaga listrik berasal dan bukan PL\ dengan tidak dipungut bayaran.
nilai Jual Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tcrsedia clan pcrnakaian atau

taksiran pernakaian listrik serta harga satuan listrik yangberlaku di Wilayah Daerah.

Harga satuan listrk scbagairnana dimaksud ayat <2) huruf b ditetapkan oleh Bupaii

Kcpala Daecrah berdasarkan harga satuan hstrik yang berlaku unruk PLN.
Pasal 7

Tarip Pajak Tenaga Listrik yang berasal dart PL;-; .

. untuk non mdustn diteiapkan sebcsar 9 '; rsembilan persern:

h  untuk indusin ditetapkan -ebcsar 3 ,; 1uga per en 1.

Tarip Pjllak umuk penggunaan Listrk bukan PL- ditetapkan sebesar 5 % tima pecrsern
BAll IV

WILAYAH PENL'NGUTAN DAN CARA PENGIITUNGAN P.UAK

Pasal S
Pajak yang tcrutang dipungut di wilayah Daerah.

Besamya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarip sebagaimana dimaksud

Pasal 7 dengan dasar pcngenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BABY

MASA PAJAK. SAAT PAJAK TERITANG DAN
SURAT PEMBERIJTAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka wakru tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Kepala



Daerah sebagai dasar untuk menghirung besamya Pajak terutang .

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya safu tahun takwin kccuali bila

Wajib Pajak rncnggunakan rahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin,

Pasal 1l

Pajak icrutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan icnaga listrik.

)

(3)

Pasal 12
Sctiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.
SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi dcngan jelas. benar dan lengkap.

Bentuk. isi dan iata cara pengisian SPTPD diietapkan olch Bupati Kepala Daerah

BAB VI
TATA CARA Pt-:RHITU~GAN DA:\!PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

Berdasarkan SPTPD  sebagaimana dirnaksud dalarn Pa al 12 avat (I). Bupati Kcpala

Daecrah menetapkan pajak terutang dengan rencrbitkan SKPD.

Apabila Pungutan pajak bekerjasama dengan PLN. rckening listrk dipcrsarnakan
dengan SKPD.

Apabila SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (|>udak arau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama satu bulan scjak SKPD ditenrna. dikenakan sanksi adrninistrasi
berupa denda scbesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD.

Pasal 14

Wajib Pajak yang rncmbayar scndiri SPTPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2
(I) digunakan untuk menghitung, memperhirungkan dan menetapkan pajak sendiri

yang terutang.
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(2) Dalam jangk.a wakru 5 (limal tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupaii Kepala

Daerah dapat menerbitkan

a.

b

C.

SKPDt<B:
SKPDKBT:
SKPDN

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a

Apabila berdasark.an hasil pemeriksaan atau keierangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangk.a waktu paling lama 24 (dua puluh ernpan bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak:

Apabila SPTPD tidak disampaik.an dalarnjangka wakru yang ditentukan dan Lelah
dicegur secara tertulis. dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 2 Sc
tdua perscn | sehulan dihitung dari pajak yang kurang atau tcrlambat dibayar unruk
jangka waktu pahng lama 2-1rdua puluh ernpat | bulan dihitung sciak saat tcruiangnya
pajak.

Apabila kewajiban rnengisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak yang tcrutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 It
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak dicambah sanksi adrninistrasi berupa
bunga sebesar 2 'c (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambai dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung scjak saat terutangnya pajak

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb diterbitkan apabila diiemukan

data baru atau data yang semula belum tcrungkap yang menyebabkan penambahan

jumlah pajak yang terutang. dan dikcnakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

00 % (seratus persen) dan jumlah kelrurangan pajak tersebut.

(5! SKPDN sebagaimana diamaksud pada ayat (2) huruf c¢ diterbitkan apabila jumlah

pajak yang terutang sama besarnya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak teruiang



(6)
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—

0]

dan tidak ada kredit pajak.
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT

sebagairnana ctimaksud pada ayat (2) iidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu
yang diicntukan.  diiagih dengan mencrbiikan STPD duarnbah dengan sanksi

administrasi  berupa bunga 2 o¢ (dua person) sebulan

BAB VII
TATA CAR.\ PEMBAYARAN

Pasal 15

Pernbayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
Kepala Daerah sesuai wakru yang ditentukan dalam SPTPD. SKPD. SKPDKBT dan
STPD.

Apabila pcrnbayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk. hasil penerimaan
pajak harus discior kt- Kas Daerah sclarnbat-lambamva | x 2+ jam atau dalam waktu
yang ditcruukan  olch Bupati herna Daerah

Pembayaran pajak ebagaimana dimaksud pada avat ¢ clan ayat <2, dilakukan dengan

menggunakan SSPD.
Pasal 16

Pembayaran pajak harus diakukan sekaligus atau lunas

Bupari Kepala Daerah atau Pejabat membcrikan persetuivan kepada Wajib Pajak unruk
mengangsur  pajak terutang dalarn kurun waktu tertcmu. setelah memenuhi persyaratan

yang clitentukan

(3) Angsuran pcrnbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2). harus dilakukan

@)

secara tcraiur dan berturut-turut dengan dikcnakan bunga sebesar 2 ¢ (dua persem
scbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Bupati Kcpala Daerah atau Pejabat dapat mernberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pcmbayaran pajak sarnpai baras waktu yang ditentukan setclah

memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 U (dua perscn)
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sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
Persyaraian unruk dapat mcngang ur dan menunda pembayaran serta tata cara
pernbayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dan ayat 13), ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Seuap Pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud pada Pasal 15 diberikan tanda bukti

pcmbayaran dan dicatat dalam buku pcnerimaan.

Bentuk , jenis. isi. ukuran buku pencrimaan dan tanda bukti pembayaran pajak

sebagaunana dimaksud pada aya: | I). direrapkan oleh Bupati Kepala Daerah

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

Surat Teguran atau Surat Penngatan atau Surat lan yang seienis sebagai awal tindakan
pelaksanaan awal pcnagihan pajak dikeluarkan 7 uujuh i hari sejak saat jatuh tempo
pernbavaran.

Dalam jangka waktu 7 rrujuh 1 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan

atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
Surat Tcguran. Surat Peringatan atau Surat lain yang scjenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar iidak dilunasi sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. jumlah pajak
yang hams dibayar ditagih dengan Surat Paksa

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera sctelah lewat 2| (dua puluh saru) hari sejak

tanggal Surat Teguran atau Surat Peringaran arau Surat lain yang sejenis diterbitkan.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2 x 24 jam sesudah
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tanggal pernber itahuan Sural Paksa. Pejabat segera menerbitkan  Surat Pcr intah

Melaksanakan Penvitaan

Pasal 21
Apabila telah lewat 10 tsepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyiraan. Wajib Pajak belurn iuga mclunasi uiang pajaknya. Pejabat mengajukan perrnintaan
penetapan tanggal pclclangan kepada Kantor Letang \"egara.

Pasal 22
Sctclah  Kantor Letang Negara menetapkan hari. tanggal jam dan ternpat pelaksanaan
lelang, juru sita ruembcruahukan dengan segera secara iertulis kcpada wajib pajak.

Pasal 23
Beruuk. jenis dan isi fonnulir  yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah,

BAB IX

PEN<;LRA:\(:,\:\, KERIT'GAT'A:\  DA:\ PENIIEUASAN PAJAK

Pasal 24

111 Bupati Kcpala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

pengurangan, kcringanan dan pembebasan pajak.
(2) Tata cara pernberian pengurangan. keringanan dan pcmhebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayai d). ditctapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB X

TATA CARA PEMBETul.,AI\\PEMBATALAN,
PENGURANGA'"! KETETAPAN DA\ PE.'IGHAPUSAN
ATAUPENGURANGANSANKSI ADMINISTR;\SI

Pasal 25
() Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat

a. mernbetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalarn
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penerbitannya tcrdapat kesalahan tulis. kesalahan hirung dan atau kekeliruan dalam

pencrapan perafuran perundang-undangan perpajakan daerah;
b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar:

¢ mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga , denda dan
kenaikan pajak yang tcrutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

Permohonan pernbetulan. pcrnbatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan  sanksi administrasi atas SKPD. SKPDKB. SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus disampaikan secara terrulis oleh wajib
pajak kepada Bupati Kepala Dacrah. atau pejabat selambat-lambamya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima SKPD. SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dcngan

memberikan alasan yang jelas.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pcrmohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. sudah harus mcmberikan keputusan

Apabila setelah lewat waktu 1 uiga |bulan sebagaimana dimaksud pada ayat i; | Bupai
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memhcrikan kcputusan. pennohonan pernbetulan.
pembaialan. pengurangan keicrapan dan penghapusan arau pcngurangan sanksi
adrninistrasi. dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERN.TAN DAN BANDING

Pasal 26

Wajib Pajak dapar mengajukan kebcratan hanya kepada Bupau Kepala Daerah aiau
Pejabat atas suatu :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SK.PD);

b. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB):

¢ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT):
d.  Surat Ketetapan Pajak Dacrah lebih bayar (S!-;:PLBI:

e. Surat Ketctapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN).

f. Pernoiongan atau pernungutan olch pihak ketiga berdasarkan peraruran perundang-

i
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undangan perpajakan daerah yang berlaku

('t Permohonan keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat! |1 harus dsampaikan secara

3.

14/

<5l

tertulis dalam Bahasa Indonesia paing lama 3 (uga: bulan sejak tanggal SKPD.
SKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB. dan SKPDfii dircrima olch Wajib Pajak. atau tanggal
pemorongan/pemungutan  oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
alasan yang jelas. kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjuk.kan bahwa jangka waktu
itu iidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Bupaii Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberaian sebagannana dimaksud pada ayat (2)

diterirna. sudah harus mernberikan keputusan.

Apabila seielah lewat wakru 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada avt (3)
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memherikan kepurusan. permohonan keberaian
dianggar dikabulkan

Pcngajuan  keberatan  sehagaimana  dirnaksud pada avat . |1 ridak mcnunda kewajihan

mernbavar pajak

Pasal 27

1 Wajib Pajak dapai mengajukan banding kepada Badan Pcnyclesaian Scngkcia Pajak

dalam jangka waktu 3 (uga| bulan scielah diterimanya keputusan keberatan.
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1 tidak menunda kewajiban

mcmbayar pajak

Pasd 28

Apabila pengajuan kcberaian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 arau banding

sebagaimana dimaksud Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya. kelebihan pernbayaran

pajak dikernbalikan dengan ditarnbah imbalan bunga sebcsar 2 ¢; (dua pcrsen) sebulan

uruuk paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan.
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BAIl XII

TATA CARA PE:'GE\IBALIA~ KELERIHA:\I
PEMBAYARA.'J] PAJAK

Pasal 29

Wajih Pajak dapat mcngajukan pcrmohonan pcnnemnbalian  kclebihan pernbayaran pajak

kcpada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat.

Bupari Kepala Daerah atau Pejabat dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua bclasj
bulan sejak diterimanya permohonan pcngernbalian kelcbihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (|1 harus mcrnberikan  kcpurusan.

Apabila jangka waktu ~cba;aimana dirnaksud p.da nya; 121 dilampaui. Bupati Kep;la
Daerah aiau Pejabat tidak memberikan keputusan. pcrrnohonan pengernbalian kelebihan
pcrnbayaran pajak Jianggap dikabulkan dan SKPDLB harus duerbirkan dalam waktu

paling lama | isaun bulan.

Apabila  Wajib Pajak mcmpunya: utan)! pajak lainnya. kclebrhan pcrnbayaran  pajak
sebagaimana dimaksud pada avat 12) langsung dipcrhitungkan unruk mclunasi terlebih

dahulu utang pajak dimak: ud

Pengembalian kelebihan pcrnbayaran pajak dilakukan dalam waktu palmg lama 2 (dual
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan mcnerbukan Surat Pcrintah Membayar
Kelebihan Pajak tSPMKPI.

Apabila pengernbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
tdua i butan sejak ditcrbitkannya SKPDLB. Bupati Kepala Daerah atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan atas kererlarnbatan

pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan  dengan utang pajak lainnya.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakuk.an dengan cara
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pernindahbukuan  Jan hukti pcmindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALCWARSA
Pasal 31

, ) Hak untuk rnclakukan pcnagihan pajak. kedaluwarsa setclah melarnpaui jangka waktu
5 (lima) tahun terhirung sejak aat terutangnya pajak, kccuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagairnana dirnaksud pada ayat <1) tertangguh apabila:
a. duerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:

h. ada pengakuanutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung,

RAR XJ\i

KETE~TLA:\ PID..\:\A

Pasal 32

, I, ~\'ijib Pajak vang karena kealpaan iidak mcnyampaiknn SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau udak lengkap .uau mclampirkan keterangan yang tidak benar schingga
rnerugikan kcuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama |
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang,

2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyarnpaikan SPTPD atau mcngisi dengan
tidak benar atau tidak Iecngkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar schingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun clan/

atau denda paling banyak -+ (ernpat) kali jumlah pajak yang terutang,

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui
jangkawaktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak
atau Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasd 34

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerimah Daerah diberi wewenang

khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

2)

Dalam melaksanakan iugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang -

a.

menerima. mencari. mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:

mencliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuaian yang dilakukan sehubungan dengan iindak
pidana perpajakan daerah:

memima keterangan dan bahan bukri dan orang pribadi atau badan schubungan
dengan iindak pll;:l1la perpajakan daerah:

merneriksa  buku buku. caiatan dan dokumcn-dokumen lam berkenaan dengan
iindak pidana perpajakan di daerah:

melakukan penggeledahan uruuk mendapatkan bahan bukii pembukuan. pencataian
dan dokumen-dokumcn lain scrta melakukan pcnyuaan terhadap bahan bukti

tersebut:

mcminta tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan iugas penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah:

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau ternpat
pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan memcriksa identitas orang dan

atau dokurnen yang dibawa sebagairnana pada huruf e :
mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah:

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai iersangka

atau saksi.

menghentikan pcnyidikan.
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| melakukan tindakan lain yang pcrlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3, Penyidik sebagairnana dimaksud ayat (I mcrnberitahukan dunulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kcpada Pcnumut L'murn. sesuai dengan ketcmuan

yang diarur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 19 | icruang Hukum Acara Pidana

BAB X\"I
KETENTUAN PENUTUP

Pacal 35
Hal-hal yang hclum cukup diatur dalam Peraiuran Dacrah 111 scpanjang mengenai
pclaksanaannya akan diatur lebih lanjut olch Bupati Kcpala Daerah

Pasal 36

Dengan berlakunya Pcraturan Daerah ini. maka Pcraruran Dacrah Kabupatcn Daerah Tingkat
II Rernbang 'omor 6 Tahun [988 teruang Pajak Pcnerangan Jalan (Lcrnbaran Dacrah
Kahupatcn Daerah Tingkat I Rernbang Tahun 199> "omOr 16 Seri A '\011101 : Tang.gal 1
Juli 1993, IL1llang Pajak Perie: angan Jalan dmyatakan udak bcrlaku.

Pasal 37
Peraiuran Daerah ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan

Agar supaya scuap orang dapat mcngeiahuinya. memcnntahkan pcngundangan Pcraturan
Daerah ini dengan pencmpaiannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il

Rembang,
Diterapkan di Rernbang
pada tanggal 29 September 1998
DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATE . DAERAH TINGKAT II TINGKAT 1I REMBANG

REMBANG

HENDARSONO Ors. H. WACHIDI RJJONO
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Disahkan berdasarkan Pasal 5 ayat 14 |
Undang-undang , lornor i8 iahun 1997 tentang
Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rernbang
Nomor 5 Tahun 1999 Seri A

Nornor | pada Tanggal 30 Juli 1999

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Rem bang

H. NOERANTO. SH

Pembina Utama Muda
~IP. 500 0-10 99
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PENJELASAN
ATAS
PERATUR.\N DAERAH KABUPATC DAERAH TIIGKAT II RE\IIA:\IG
NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK PENER..NGAN JALAN

I. UMUM
Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nemer 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. yang ditindak lanjuu dcngan Peraturan Pemcr intah
Nornor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Perncrimah Dae rah Tingkat [ maupun
Pernerintah daerah Tingkat II diharuskan menyusun kembali Pcraturan Daerah mcngenai

Pajak Daerah yang scsuai dengan Peraturan Pcrundang-undangan  yang berlaku

Dalam Undang-undang Nornor [8 tahun 997 ternang Pajak Daerah dan Retribusi
Dae rah. BAB II. Pasal 2 ayat (2) huruf cl disebutkan Pajak Pcncrangan Jalan adalah salah
satu jenis Pajak Daerah Tingkat fl. maka mcrupakan keharusan bag.i Pemcriruah Kabupaicn
Daerah  Tingkat II Rembang untuk menyusun Peraturan Dacrah tenta:;i. Pajak Penerangan

Jalan.

II. P.ASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (T)
Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga
listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 4
Cukcep jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat, |)
Cukup jelas
Ayat 2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jclas
Pasal 7
Ayat (D)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jclas
Pasal II
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Aya: (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (11
Cukup jelas
Ayat C]
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Avat <[]
Cukup jela-
Ayat (21
Cukup jelas
Ayar (3!
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan peneiapan pajak secara jabatan adalah
penetapan besamya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupau Kepala
Daerah aiau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau
keterangan  lain yang dimiliki Bupati Kepala Daerah arau Pejabat
yang dirunjuk
Ayat (4)
Cukup jelas
Aya: (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
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Pasal 15
Ayat (1
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
~lyat (3)
Cukup jclas
Pasal 16
Ayat (1
Wajib Pajak tidak bolch mernbayar utang pajaknya dengan cara mengangsur.
Aya: (2)
Apabila \\'a_iib Pajak tidak dapat membayar pajak sekaligus. funas maka
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur kepada Bupati
Kepala Daerah. dan apabila Wajib Pajak telah memenuhi pcrsyaratan yang
tclah  dircniukan maka Bupati Kepala Daerah atau Pciabat dapat
membcrikan pcrsciujuan  kepada wajib pajak untuk mengangsur utang
pajaknya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Aya: (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)

Jatuh tempo pembayaran adalah batas wakru/tanggal yang ditenrukan bagi



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

-23-

\\aJib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Aya: (2)
Cukup jelas

Ayat <3l
Cukup jelas

19

Ayat (I)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

20

Cukup jelas

2l

Cukup jelas

22

Cukup jelas

23

Cukup jelas

24

Ayat (1)
Dalam keadaan tertentu Wajib Pajak ti dak dapat melaksanakan
kewajibannya rnaka Bupati Kcpala Daerah dapat membcrikan pengurangan.
keringanan (tin pembcbasan pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas

25

Ayat CI)
Dalam hat tertentu petugas rnelakukan kesalahan dalam ha! penetapan
SKPD dan STPD maka Wajib Pajak dapat mengajukan pemberulan.
pengurangan ketetapan. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dan pernbatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Ayat (2)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas
Ayat(3!

Cukup jclas
Ayat (4)

Cukup jclas
26
Aydt (1)

Cukup jclas
Ayal (2]

Cukup jclas
Aya: <31

Cukup jelas
Ayar (4)

Cukup jelas
Ayat (5!

Cukup jela~
27
Ayal (I 1

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
28
Cukup jclas
29
Ava: (I)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jclas
Ayat (4)

-4 -
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Cukup jelas
Jyat 151
Cukup jclas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (11
Saal Kcdaluwarsa penagihan pajak ini pcriu dietapkan untuk memberi
kepastian hukum kapan utang pajak terscbut udak dapat ditagih lagi
Ayat )
Huruf a
Dalam hal diterbitkan  surat teguran dan surat paksa. kcdaluwarsa
penagihan  dihitung  sejak ranggal pecnyampaian surai paksa tcrscbut
Huruf h
Yang dimaksud dcngan pengakuan utang pajak sccara langsung adalah
Wajih Pajak dengan kcsadarannya mash mempunyai utang pajak
dan hclum melunasi kepada Pcrncrintah Daerah.
fang dirnaksud dengan pcngakuan utang pajak tidak secara langsung
adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung mcnyatakan
bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pcmerintah
Dae rah.
Pasal 32
Ayat ()
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan umbulnya kesadaran Wajib Pajak
untuk memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak scngaja. lalai. tidak hati-haii arau
kurang mengindahkan  kewajibannya  schingga perbuatan tcrsebut
menimbulkan kerugian keuangan Pernerintah Daerah.
Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan scbagaimana dimaksud dalam ayat ini yang
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di lakukan dengan sengaja dikenakan ~ar;ksi yang lebih berat dari pada
alpa , mengingat penungnya pencrimaan pajak bagi Pemennrah Daerah
Pasal 33
Kctentuan ini dimaksudkan —guna memberikan kepasiian hukum bag: Wajib
Pajak. Penuntut Umum dan Hakim.
Pasal 34
Ayar 4
Penvidik d: biclang Perpajakan Daerah adalah Pejabai Pegawai Neger
Sipil tertenru di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkai oleh Menter
Kehakiman. sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan di bidang pcrpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan
yang diaiur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Hukurn
Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya.
Ayat (2|
Cukup jelas
Avat <3
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup ielas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas



